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ABSTRAK

Perundingan bipartit menurut Undang-Undeng Nomor 2 Tahum 2004 sdsist
perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekenaserist b demg=
pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungzn mdusrl

Metodologi penclitian yang digunakan dalam pemulisen == adeish mwande
penelitian Hukum Normatif ztau penclitian perpustakasn (lbrary researotl
Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuen penclitien terfadep permmselshus
Kedudukan hukum penyelesaian perselisihan hubungen mdumsmal meiic
perudingan bipartit.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasen meks depet Gsampelion yaiu
Perundingan bipartit menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahem 2004 Temmamg
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industnal adalsh perendmpen ol
pekerja/buruh atau serikat pekerjaserikat buruh demgan m.m
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Kedudukan hulum pemveiessas

melalui perundingan Bipartit merupakan pemyclcsaian yang DOfSGEt Wiyl s
Akibat hukum penyelesaian perselisihan hubungan industng :
bipartit adalah menurut Undang-Undang Nomor 2
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Inckslml bah
hubungan industrial wajib diupayakan melalu pe
upaya melalui perundingan bipartil tidak dilakukan m
bisa dilaksanakan. . _

Sebgai saran apabila terjadi perselisihan
sebaiknya pihak pekea/buruh maupun peng
melakukan musyawarah atau negosiasi guna
terbaik, karena perdamaian itu adalah indah

Kata kunci: Kedudukan Hukum, H
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BAB IV
PENUTUP
pari berbagal urdian dan pembahasan, maka dapat ditanik beberape
kesin‘lP“la" serta Saran-saran yaitu sebagai berikut
. Kesimpulan

| Perundingan bipartit menurut Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah
perundingan antara pekerja’buruh atau serikat pekerjaserikat buruh
dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
Kedudukan hukum penyelesaian melalui perundingan Bipartit merupakan
penyelesaian yang bersifat wajib.

7 Akibat hukum penyelesaian perselisthan hubungan industrial tanpa
perundingan bipartit adalah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun '
2004 Tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industnal b
penyelesaian perselisthan hubungan industrial wajib diupayakan
perundingan bipartit dan apabila upaya melalu perundingan bipartit

dilakukan maka, proses selanjutnya tidak bisa dilaksanakan.

B. Saran-Saran
1. Apabila terjadi perselisihan ditempat kerja (perusahaan), maka
pihak pekerjaburuh maupun pengusaha harus secara
melakukan musyawarah atau negosiasi guna memperoleh

yang terbaik, karena perdamaian itu adalah indah.
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